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ABSTRAK

Suci Sugianti/222015240/2019/Analisis Proses Penetapan Target Penerimaan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten
Ogan Ilir

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana proses penetapan target penerimaan
pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Ogan Ilir. Tujuan dari penelitian untuk
mengetahui proses penetapan target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di
kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil
dari penelitian ini adalah perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah selama periode 2013
sampai dengan 2018 cenderung mengalami naik turun atau fluktuatif. Realisasi dan pertumbuhan
pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Ogan Ilir selama periode 2013 sampai
dengan 2018 tidak pernah mencapai target. Kinerja dan penetapan target pajak mineral bukan
logam dan batuan telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Hanya saja
dalam penetapan target tidak menjadikan realisasi tahun lalu menjadi patokan, perhitungan data
dan potensi pajak perhitungannya dilakukan sesuai dengan potensi yang ada dan sudah terdata,
namun tidak memberikan gambaran yang jelas terhadap potensi tersebut.

Kata Kunci: pajak daerah, pajak mineral bukan logam dan batuan, proses penetapan target
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menciptakan suatu pembangunan yang merata di seluruh

wilayah yang ada di Indonesia.Pemerintah pusat memberlakukan otonomi

daerah. Menurut Undang-Undang  Nomor22 Tahun 1999 Tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan saat ini telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pemerintah daerah bertujuan agar sesuai dengan perkembangan keadaan,

ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi

daerah merupakan  suatu wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk

mengurus daan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat membiayai

kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan

pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan

potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan

otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu peran serta

masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi

serta keanekaragaman daerah
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Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ususan pemerintah daerah

oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat daerahmenurut asas otonom

dengan prinsip otonom seluas-luasnya.  tujuan pemberian otonomi daerah

adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta

aktif masyarakat secara peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara

optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab nyata.

Pemberian otonomi daerah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan,

tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang

bersangkutan, dapat mengurus rumah tangganya sendiri.Dinamis artinya

didasarkan pada kondisi perkembangan dan pembangunan. Bertanggungjawab

adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar

pembangunan di pelosok tanah air.

Dalam rangka melaksanakan pengurusan rumah tangganya sendiri,

pemerintah daerah diberi keluasaan dalam menghimpun dana seperti diatur

dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 Tentang

Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,

yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah

berhak atas sumber-sumber pendapatan asli daerah yang terdiri atas:

1. Hasil Pajak Daerah

2. Hasil Retribusi Daerah
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3. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

lainnya yang Dipisahkan’

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Berdasarkan Undang- Undang  Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang dan

peluang  untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan

menetapkan sendiri jenis pajak yang sudah ditentukan, asalkan disesuaikan

dengan sejumlah  kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi

masyarakat.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan

kesejahteraan masyarakat.Pemerintah daerah haruslah dapat berupaya untuk

mengefektifkan sumber-sumber penerimaan daerah sebaik mungkin untuk

memenuhi kebutuhan daerah masing-masing dan menghindari defisit yang

terjadi secara terus menerus tiap tahunnya. Salah satu sumber penerimaan

daerah yang sangat potensial adalah pajak daerah yang dipungut dan menjadi

kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 yang

merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung untuk keperluan daerah bagi sebenar-benarnya kemakmuran
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rakyat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan

salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi

Pemungutan pajak merupakan perwujudan salah satu kewajiban

kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta masyarakat untuk membiayai

pembangunan. Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem

pemungutan self assessmentsystem yaitu sistem yang memberikan wewenang

kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak itu sendiri untuk

menghitung pajak, membayar dan melaporkan sendiri berapa besarnya pajak

yang harus dibayar, dan petugas pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan

penyuluhan, pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap

kewajiban perpajakan.

Pajak daerah pada dasarnya tidak memiliki perbedaan  dengan asas

pajak Negara dimana pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan bagi pembiayaan

umum pengeluaran pemerintah yang balas jasanya tidak langsung diberikan,

sedangkan pungutannya dilaksanakan secara paksa.

Mardiasmo (2016: 15) yang termasuk ke dalam pajak daerah yaitu:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
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7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Wallet

10. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan’

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Namun pada permasalahannya di Kabupaten Ogan Ilir yaitu belum

maksimalnya penerimaan pajak daerah, ada beberapa faktor penyebabnya

diantaranya faktor eksternal dan faktor internal.Faktor Eksternal berasal dari

wajib pajak itu sendiri, alasan tidak pernah sampainya target penerimaan

pajak daerah yaitu didasari karena masih kurangnya pengetahuan mengenai

pajak, masih banyak masyarakat yang kurang menyadari bahwa pentingnya

taat membayar pajak. Sedangkan dari faktor internal sendiri yaitu dkarenakan

penetapan target pajak yang dirasa masih terlalu tinggi. Salah satu

penerimaan pajak daerah yang penerimaannya tidak pernah sampai target

yaitu penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan bagian dari pajak

daerah diatur dengan peraturan daerah PERDA Nomor 15 Tahun 2010 tentang

pajak daerah.Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan, wajib pajak

mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang

mengambil mineral bukan logam dan batuan.Meliputi pembayaran pajak,

pemotongan pajak dan pembayaran pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
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daerah.Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak daerah yang

memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah dan merupakan salah

satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak mineral bukan logam dan batuan sendiri merupakan pajak atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari dalam

maupun luar permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek pajak mineral

bukan logam dan batuan meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata,

batu kapur, batu apung, batu permatai,dolomite, feldspar, grafit, garam batu,

bentoni, granit, andesir, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, gips,

nitrat, opsiden, oker, pasir dan kerikil, pasir kurasa, perlit, phospot, tanah

serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, talk, tras, yarosif, zeolit, basal, trakki.

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan

perundang undangan No 28 Tahun 2009 ditetapkan   paling tinggi 25% dan

setiap daerah diberikan wewenang untuk menentukan besarnya tarif pajak.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang pajak daerah menetapkan

bahwa tarif pajak mineral bukan logam, dan batuan ditetapkan sebesar 20%.

Penetapan target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan

diatur oleh peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2010.  Target pajak mineral

bukan logam dan batuan dibuat dalam RESTRA (Rencanaa Stategi Bupati

Ogan Ilir) selama 5 tahun, RESTRA merupakan rancangan strategi Bupati

untuk penerimaan yang harus diterima Badan Pendapatan Daerah kabupaten

Ogan Ilir selama 5 tahun. Salah satu bentuk RESTRA Bupati Ogan Ilir yaitu

berupa target penerimaaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus
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terealisasi selama 5 tahun kedepan. Tetapi target yang ditetapkan oleh Bupati

melalui RESTRA tidak langsung diterapkan dilapangan tetapi  tentunya

melalui beberapa proses tahapan diantaranya, tahap persiapaan anggaran,

tahap ratifikasi anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, dan tahap pelaporan

dan evaluasi anggaran.

Berikut laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun Target Realisasi Persentase
2013 39.118.815.451,00 6.243.575.670,00 15,96%
2014 71.869.202.344,00 16.861.322.005,00 14,84%
2015 97.423.540.271,00 13.371.419.725,00 13,72%
2016 229.830.499.453,00 62.843.476.168,00 27%
2017 151.875.213.318,00 15.769.597.192,00 10,38%
2018 100.000.000.000,00 19.462.789.192,00 19,46%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir 2019

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat penerimaan pajak daerah yang diterima

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dari tahun ke tahun

mengalami naik turun dan realisasinya pun tidak pernah mencapai dari target

yang telah ditetapkan.

Tabel I.2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun Target Realisasi Persentase
2013 3.000.000.000,00 1.040.462.030,00 34,68 %
2014 3.000.000.000,00 1.344.941.040,00 44,83 %
2015 3.000.000.000,00 1.898.573.700,00 63,28 %
2016 70.360.000.000,00 2.854.242.470,00 4 %
2017 55.000.000.000,00 2.157.343.240,00 3,92 %
2018 20.000.000.000,00 2.470.282.260,00 12,35 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir 2019
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Berdasarkan dari tabel I.2 bisa dilihat bahwa penerimaan pajak mineral

bukan logam dan batuan dari tahun 2013-2018 tidak pernah mencapai target.

Dari tabel diatas juga dapat di lihat bahwa pada tahun 2016 target pajak

mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan begitu besar

dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Target pajak

mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2016 mencapai

Rp70.360.000.000.

Jika dilihat dari tahun 2013-2015 target pajak mineral bukan logam dan

batuan hanya Rp.3000.000.000 dan itu pun realisasi pajak mineral bukan

logam dan batuan tidak pernah mencapai target, sehingga penulis

menganggap perlu untuk melakukan penelitian terhadap proses penetapan

target di Kabupaten Ogan Ilir.

Dikutip dari artikel cnn.Indonesia.com Pemerintah mengklaim,

Pertumbuhan atau kenaikan target pajak karena pemerintah telah

memperhitungkan dari seluruh potensi pajak. Kemudian ada tiga

pertimbangan di balik optimismenya pertumbuhan target tersebut. Pertama

adanya perluasan basis data yang kedua pemerintah melihat adanya potensi

dan yang terakhir pertumbuhan penerimaan pajak sejalan dengan optimisme

perbaikan ekonomi serta adanya peningkatan target pertumbuhan ekonomi.

Dari latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Proses

Penetapan Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahannya dalam

penelitian ini yaitu bagaimana proses penetapan target penerimaan pajak

mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahannya dalam

penelitian ini yaitu bagaimana proses penetapan target penerimaan pajak

mineral bukan logam dan batuan  di Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penlitian

Berdasarkantujuan di atas,

makapenelitianinidiharapkanakanmemberikanmanfaatbagisemuapihakdiantaran

ya:

1. Bagi Penulis

Untukmeningkatkan ilmu pengetahuan mengenai proses penetapan target

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuanpada Badan Pedapatan

Daerah Kabupaten Ogan Ilir

2. Bagi Pihak  Instansi Pemerintah (Badan Pendapatan Daerah)

Hasilpenelitianinidiharapakandapatdigunakansebagaibahaninformasidanm

asukkanbagipimpinandalamrangkapengambilanlangkah-

langkahkebijakanuntukmempertahankandanmeningkatkankualitas yang

sudahada.

3. BagiAlmamater
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Hasilpenelitianinidiharapakandapatmenjadirefrensitambahan,

digunakansebagaiinformasi, menambahilmu pengetahuan
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